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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukesjabat kepala
daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya aekegpla daerah dan untuk
mengetahui keabsahan kewenangan pejabat kepakhdisam pengangkatan dan
pemberhentian pejabat daerah. Penelitian ini memg@n metode pendekatan
normatif, dengan pendekatan perudang-undangsatu( aproach data yang
digunakan adalah data sekuner primer, data sekudaerdata tersier. Pengumpulan
bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasiuypedoman yang digunakan
berupa catatan sebagai sumber kutipan. Analise ak@u bahan-bahan yang telah
dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dament analysisUntuk bahan-
bahan data primer dan sekunder, dianalisis dengaa iaterpretasi (penafsiran).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Palzkstugas Kepala daerah
diatur di dalam Pasal 131 ayat (4) Peraturan PataériNomor 6 Tahun 2005 yaitu
“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daatah Wakil Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SekretarisaDaeelaksanakan tugas sehari-
hari Kepala Daerah sampai dengan Presiden mendgaRgk@gbat Kepala Daerah”,
Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya seb@ggmbat Kepala Daerah,
mempunyai kewenangan yang sama dengan kepala daesamun di dalam
pelaksanaan kewenangan tersebut pelaksana tugas kiy@rah wajib memdapatkan
persetujuan tertulis dari menteri dalam negeribdpaidak ada persetujuan, maka
kewenangan yang dilakukan tersebut dapat batal teum. Artinya kedudukan
pelaksana tugas kepala daerah tidak sama dengate kdperah, dikarenakan ada
larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan okdaksana tugas kepala daerah dan
juga pelaksana tugas kepala daerah menjalankasnymdanya sementara sampai
presiden mengangkat pejabat daerah yang baru. #&eabsPengangkatan dan
Pemberhentian Pejabat daerah apabila dilakukan s#ehang pejabat berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan adalah: 1) Pengangkatapemberhentian pejabat
daerah yang dilakukan oleh pejabat kepala daeralak tsah apabila tidak
mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri DaMegeri, sebagaimana diatur
berdasarkan Keputusan Mendagri No.B32.24/127/SBartiadakan pejabat kepala
daerah dinyatakan batal demi hukum. 2) Kemudianatdkan sah apabila
pengangkatan dan pemberhentian pejabat daerabdéi snendapatkan persetujuan
tertulis dari mendagri.

Kata kunci :Kewenangan, Pejabat Kepala Daerah.



ABSTRACT

This study aims to determine the position of regiiahief officer in carrying out its
duties and functions as the head of the area andetermine the validity of local
authority chief officers in the appointment andndissal of local officials . This study
uses a normative approach , the approach perudangitation (statu aproach) , the
data used is the data sekuner primary , secondatg,cand the data tertiary . The
collection of legal materials is done through thady of the documentation that is
used in the form of guidance notes as a sourcdiaita Analysis of the data or
materials that have been collected is done by waynterpretation and content
analysis. For materials primary and secondary dagmalyzed by means of
interpretation (interpretation). The results showeldat the position of Chief
Executive task areas set out in Article 131 parpbr§4) of Government Regulation
No. 6 of 2005 that " In the event of a vacancy efiBnal Head and Deputy Head of
the region referred to in paragraph (3) , the RegibSecretary of carrying out daily
tasks regional Head - day until the President app®iActing head of Region " , in
terms of carrying out its duties and functions asifg head of Region , has the same
authority to the head of the region , but in thelementation of the authority shall
be the task of implementing the regional head eleee can express written consent
of the minister of interior , if there is no agresmd , then the authority can do null
and void. That is the position of regional chieéextive task is not the same as the
head area , because there are restrictions thatukhaot be done by the local chief
executive duties and also the task of implementimg regional head while
performing their duties only until the presidentpamt a new county officials .
Validity of appointment and dismissal of local a#ls if it is done by a based
legislation are : 1) The appointment and dismisstlocal officials performed by
executing a task regional head , not valid if net gvritten approval from the
Minister of the Interior , as stipulated by Minigtof Home Affairs No.B32.24/127 /
SJ, then the action regional head declared nud &oid. 2) Then said to be valid if
the appointment and dismissal of local officialssvedready written approval of the
minister .

Keywords : Authority , Regional Chief



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Setiap daerah dipimpin Kepala Daerah. Kepala Daerdbk Provinsi
disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati datuk Kota adalah
Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang iWédpala Daerah, untuk
Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupatesetut Wakil Bupati dan
untuk Kota disebut Wakil Walikota. Kepala dan Waképala Daerah memiliki
tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. \gadadang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak haeyaatur mengenai tugas
dan wewenang Kepala Daerah tetapi juga mengaturgenan tugas Wakil
Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dae@mpunyai kewajiban,
sebagai berikut:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mel&ksabadang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19dBa s
mempertahankan dan memelihara keutuhan NegarauéesBepublik
Indonesia;

. meningkatkan kesejahteraan rakyat;

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

. melaksanakan kehidupan demokrasi;

. menaati dan menegakkan seluruh peraturan peruncdaggan;

menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan peahEm

daerah;

memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;

. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bdasitbaik;

i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelkangan

daerah;

~0DQo0CT

!pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun B8fidng Pemerintahan Daerah.



j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansike¢idi daerah dan
semua perangkat daerabh;

k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan rip&han
daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Selanjutnya, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 T&@0#4 tentang
Pemerintahan Daerah, menyatakan:

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

a. membuat keputusan yang secara khusus memberikatukgan bagi
diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentiauakelompok
politiknya yang bertentangan dengan peraturan plngrundangan,
merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelomp
masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negar@a@a golongan
masyrakat lain;

b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik 8amupun milik
negara daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;

c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntuibgam dirinya,
baik secara langsung. maupun tidak langsung, yargubungan
dengan daerah yang bersangkutan;

d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menernraag, barang
dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhutiespn atau
tindakan yang akan dilakukannya;

e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu @edigrengadilan
selain yang dimaksud dalam Pasai 25 huruf f;

f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpahdbajannya;

g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainepagai anggota
DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam  peraturan
perundangundangan.

Selain mengatur tugas dan wewenang, kewajiban, la@l@mgan bagi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Undang-Ug&®amerintahan Daerah
juga mengatur mengenai pemberhentian Kepala Dadeath Wakil Kepala
Daerah. Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Dadrathenti karena:
meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikeau habis masa jabatannya.

Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah dibéikan sebagaimana



dimaksud karena tidak dapat melaksanakan tugasasdmakelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selaman@m(e bulan, tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah dan/ataul Wadpala Daerah,
dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepaler&ra dan/atau wakil
Kepala Daerah, tidak melaksanakan kewajiban Kepalarah dan/atau wakil
Kepala Daerah, melanggar larangan bagi Kepala Bbadana/atau wakil Kepala
Daerah. Selain diberhentikan secara tetap sebagaiteasebut di atas, Kepala
Daerah dapat juga diberhentikan sementara (nofj-akti

Untuk menggantikan Kepala Daerah yang diberhentik@mentara
tersebut, wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas ldavajiban Kepala
Daerah. Hal ini ditur dalam Pasal 130 ayat (1) Reaa Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005, yang menyatakan:

Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara séfaga dimaksud

dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), @eal PL28 ayat (6),

Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajagpala Daerah

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang taeklmpunyai

kekuatan hukum tetap.

Kepala Daerah diberhentikan sementara karena gksapermasalahan
hukum, maka wakil Kepala Daerah melaksanakan tdgaskewajiban Kepala
Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan tgdaly mempunyai

kekuatan hukum tetap, sudah sangat jelas sebagaiditar di dalam Pasal 124

ayat (1), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat &),Rhsal 130 ayat (1), kemudian

“Darwin Botutihe, 2012Tinjauan Hukum Tentang Pemberhentian Kepala Da&ah Wakil
Kepala Daerahhttp://repository.unhas.ac.id/handle/123456 782 Diakses 12 Oktober 2012




kedudukan pejabat kepala daerah dalam melaksanaigas dan fungsinya
sebagai kepala daerah dapat dilakukan apabila E&petrah dan Wakil Kepala
Daerah keduanya berhalangan karena permasalahammhdkn habis masa
jabatannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal yi&1(4) yaitu : “Dalam hal
terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wa&epala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SekretarisaDaeelaksanakan tugas
sehari-hari Kepala Daerah sampai dengan Presidagangkat Penjabat Kepala
Daerah”, dengan kata lain bahwa pengangkatan pEnkapala daerah apabila
pada suatu daerah propinsi atau kabupaten/kotalakegaerahnya yang
memimpin sebelumnya telah habis masa jabatnnyakafaala daerah dan wakil
kepala daerah kedua-duanya tersangkut masalah huiaka kekosongan
jabatan kepala daerah tersebut dilaksanakan ojabgi&kepala daerah, misalnya
di Kota Bengkulu, berdasarkan Keputusan Mentera®aNegeri Nomor 131.17-
495 tanggal 13 November 2013, bahwa pada Tahun @20@jgal 2 November
2007 Sdr. H. Ahmad Kanedi, S.H., dan H. Edison ®imb disahkan Menjadi
Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu untuk masagtn Tahun 2007 — 2012,
dan masa jabatannya berakhir pada tanggal 17 Nerepii2. Bahwa tahapan
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tah@012 belum selesai,
dan untuk mengisi kekosongan pimpinan penyelerggapemerintahan daerah
di Kota Bengkulu, dipandang perlu untuk mengangRajabat Walikota
Bengkulu. Bahwa Drs. Sumardi, M.M., Asisten Penmtahian dan Kesra Propinsi

Bengkulu, dinilai telah memenuhi syarat untuk dlaig menjadi Pejabat



Walikota Bengkulu, dengan masa jabatan paling lAnfaatu) tahun terhitung
sejak tanggal pelatikan, atau akan berakhir apaitiah terpilin Walikota dan
Wakil Walikota Bengkulu. Di dalam melaksanakan tigsebagai Pejabat
Walikota Bengkulu, pejabat tersebut belum bisa kudan mutasi terhadap
pejabat daerah. Hal tersebut tertuang dalam P&salAl ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang menerangkan:
Penjabat Kepala Daerah atau pejabat Kepala Dadeabrd) melakukan
mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang tel&bluirkan pejabat
sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yarigrb@ngan dengan
yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat keinjatentang
pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijaejabat
sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentategagan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangpefbat
sebelumnya. Akan tetapi, Tapi dalam ayat (2), aglagecualian yang
mengatakan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada (Byadapat
dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertldis Menteri Dalam
Negeri.
Persetujuan tertulis Mendagri diatur dengan KepmrtudMendagri
N0.B32.24/127/SJ. Kewenangan Pejabat Kepala Dadstdm hal melakukan
mutasi juga tetap harus mengedepankan unsur pyo#sime, kompetensi

pegawai dan mengisi kekosongan jabatan struktural.

Pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Daerah, mengata padang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanaBabagimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200gahsgbatas memimpin
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasark@akkebyang ditetapkan

bersama DPRD, mengajukan rancangan Perda, menet&fgkda yang telah



mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dagajukan rancangan
Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas destagkan bersama,
mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, miewlakirahnya di dalam
dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasarhuwntuk mewakilinya
sesuai peraturan perundang-undangan. Akan tetaga, prakteknya pada saat ini
Pejabat Kepala Daerah tetap saja melakukan mutpsigangkatan,
pemberhentian pejabat daerah seperti halnya K&zsdeah Definitif.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pernhasalai akan dikaji
lebih lanjut ke dalam sebuah skripsi yang berjuddlinjauan Terhadap
Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Pengangkata dan
Pemberhentian Pejabat Daerah”.
B. Identifikasi Permasalahan
1. Bagaimanakah kewenangan pejabat kepala daeramm g&lagangkatan dan
pemberhentian pejabat daerah ?
2. Bagaimanakah keabsahan pengangkatan pejabat daerghdilakukan oleh
pejabat kepala daerah ?
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui kewenangan pejabat kepala daetatam

pengangkatan dan pemberhentian pejabat daerah.



b. Untuk mengetahui keabsahan pengangkatan pejabatahdagang

dilakukan oleh pejabat kepala daerah.
2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bwsrkan kontribusi
positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukunmunonya dan
pengetahuan mengenaihukum pemerintahan daerahskiyasu

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan tapenjadi bahan
pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektiam rangka
memahami kewenangan pejabat kepala daerah dalagamgkatan dan

pemberhentian pejabat daerah.

D. Kerangka Pemikiran
1. Pengertian Pejabat
Pejabat kepala daerdhdalam ilmu administrasi Indonesia adalah :

Pejabat yang menempati posisi jabatan yang bessfaentara karena
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menempaisi itu
sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hs&himgga tidak
menempati posisi tersebut. Pejabat ditunjuk olghha¢ pada tingkat
di atasnya dan umumnya menempati jabatan struktdedhm
administrasi negara, seperti kepala instansi pemag@an. Meskipun
demikian, istilah ini dipakai pula untuk jabatarbplk seperti gubernur
atau bupati/walikotd.

% Pengertian Pelaksana Tugdstp://id.wikipedia.org/wiki/ diakses tanggal tanggal 6
Maret 2014 Pukul 07.58 Wib.




Pejabat yaitu pejabat yang menempati posisi jatsgarentara karena
pejabat definitif yang menempati jabatan itu beahghn tetap atau terkena
peraturan hukurfi.Karena sifat sementaranya, seorang pejabat tidpiatd
melaksanakan semua yang diberikan pada jabatattnyRanunjukan hanya

dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasasetari.

2. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan ur@saariptahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otowam tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasngandsistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanasiuidalalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasylaakecuali
urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerirdahgan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanamuman daya saing
daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelengganaksan pemerintahan
memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan neatean daerah
lainnya. Pemerintahan daerah kabupaten/kota teaths pemerintah daerah
kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. PemeriDedrah terdiri atas

Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Asas Penyale@ggPemerintahan:

* Perbedaan, PIt, Plh, Pj, Pjshttp://mutakbir.blogspot.condiakses tanggal 6 Maret
2014 Pukul 08.00 Wib.




. Asas Kepastian Hukum, vyaitu asas dalam negara hukang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undakg@atuhan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraaaraeg

. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu mergadialsan keteraturan,
keserasian, keseimbangan dalam pengabdian pengal@ag negara.

. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulk&aejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif daakib

. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diradeqn hak masyarakat
untuk memperolah informasi yang benar , jujur daiak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap matkanh
perlindungan atas hak asasi pribadi, golonganralaasia negara.

Asas Proporsoionalitas, yaitu asas yang mengutamakaeimbangan
antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamdeanlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturamgeng-undangan yang
berlaku.

. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan babetiap kegiatan
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan medwarus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakpapai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketepieraturan perundang-

undangan yang berlaku.



3. Teori Desentralisasi

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesiaassrkan
pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintghasat atau disebut
pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praleikyelenggaraan
pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, alikdengan konsep
sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentalisanunjukkan karakteristik
bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintbbeada di
pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralissimukkan karakteristik
yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yamgadi kewajiban
pemerintah, diberikan kepada pemerintah dagrah.

Sistem desentralisasi pemerintahan tidak pernaht sialam teori
maupun praktik pemerintahan daerah dari waktu kktwa Desentralisasi
menjadi salah satu isu besar yatmichoose between a dispension of power
and unification of power Dispension of poweadalah sejalan dengan teori
pemisahan kekuasaan dari John Locke. Berdasarkantiya, desentralisasi
berfungsi untuk :

a. Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan cargngan

tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahatingkat

b. :\azili’ngkatkan dukungan dan partisipasi masyarakalanda

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal;

c. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan lmuaregganya
sendiri; dan

5 Siswanto Sunarno, 2008lukum Pemerintahan Daerah di Indonesginar Grafika,
Jakarta. HIm. 12.
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d. Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan d&epa
masyarakat.

Implementasi sistem desentralisasi (otonomi daemadrujuk format
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1@f8ang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 T&@04 tentang
Pemerintahan Daerah. Perubahan kedua UUD 1945ntemamerintahan
daerah dalam Pasal 18 dinyatakan sebagai berikut:

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atasateggerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kalempadan kota
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itumpenyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-gndan

b. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atenglan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut apa®mi dan
tugas pembantuan.

c. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kogmiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanyddipelalui
pemilu.

d. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing seb&gpala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kipiihdsecara
demokratis.

e. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasylaakecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang di@mtsebagai
urusan pemerintah pusat.

f. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturaahdaan
peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi danstpganbantuan.

g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerirdakaah diatur
dalam undang- undarig.

Pada periode setelah orde baru, lahir dua undadgnagn tentang
pemerintahan daerah yang dianggap aspiratif memngadasikan prinsip

demokrasi dalam sistem pemerintahan daearah dnésiln Kedua undang-

6 .

Ibid.

" Mortir Jedawi, 2001,Desentralisasi dan Implementasi di IndonesRPs Unhas,
Makasar. Him. 7.
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undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Td9@9 tentang
Pemerintahan Daerah kemudian undang-undang terdetaldut dan diganti
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangei@ahan
Daerah’

Kelahiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegimkangi
dengan adanya perkembangan keadaan, ketatanegdaaanntutan otonomi
daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam
penyelenggaraan otonomi menggunakan format otonsehias-luasnya.
Artinya, azas ini diberlakukan oleh pemerintah sepeada era sebelum
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Alasan pertiméangi didasarkan
suatu asumsi bahwa hal-hal mengenai urusan pemategimt yang dapat
dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat ®@ipatikan kebijakan otonomi
sehingga setiap daerah mampu dan mandiri untuk exékab pelayanan
demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Kontrol pusat atas daerah dilakukan dengan mekanigemgawasan
yang menunjukkan formulasi cukup ketat dengan meka pengawasan
preventif, represif, dan pengawasan umum. Proselthan kepala/wakil
kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 T&@@4 tidak lagi
menjadi wewenang DPRD, melainkan dilaksanakan dengamilihan

langsung yang diselenggarakan oleh lembaga Komgsnilhan Umum

8 Ni'matul Huda, 2005Hukum Tata Negara IndonesiRaja Grafindo Persada, Jakarta.
Him. 23.
% Ibid. HIm. 8.
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daerah (KPUD). Hal ini amat berbeda dengan UU Nogb Tahun 1999
bahwa DPRD merupakan wahana untuk melaksanakankdasnberdasarkan
Pancasila dan kedudukannya sejajar (mitra) dariep@tah daerah, namun
dalam praktek sering kali terjadi penafsiran begb&kbagai upaya mencapai
tujuan otonomi daerah yang berhasil guna dan bardagadiperlukan suatu
sistem yang dapat mendorong kreativitas dan motdlagrah itu dalam
menjalankan urusan pemerintahan sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004sipristonomi
daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasrgtamd arti daerah
diberikan kewenangan mengurus dan mengatur seragarupemerintahan di
luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetaglkdam undang-undang
ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakaaerdh untuk
memberikan pelayanan, peningkatan peran sertaagsi@kdan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan keeegalnt rakyat.
Penyelenggaraan otonomi harus benar-benar sejadagad tujuan dan
maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya unteinberdayakan
daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyeat merupakan bagian
utama dari tujuan nasion4.

Pengawasan yang dianut menurut undang-undang ihputiedua

bentuk pengawasan yakni pengawasan atas pelaksaneam pemerintah di

9 |chlasul Amal dan Nasikun, 198Besentralisasi dan ProspeknyB3PK, Universitas
Gajah Mada, Yogyakarta. HIm. 23.
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daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerapedasmran kepala
daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh apargap@s intern pemerintah.
Hasil pembinaan dan pengawasan tersebut digunaldragai bahan

pembinaan selanjutnya oleh pemerintah dan dapandian sebagai bahan
pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daga¢éh upaya

yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau guberrdakseavakil pemerintah di
daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penggblmaan otonomi
daerah. Dalam rangka pembinaan oleh pemerintahfemedan pimpinan
lembaga pemerintah non-departemen melakukan pearbisasuai dengan
fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoosikaa oleh Menteri
Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengawasan pipsarsa oleh gubernur
untuk pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota.

Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peratwarahd dan

peraturan kepala daerah, pemerintah melakukanataasebagai berikut:

a. Pengawasan terhadap rancangan perda yang mengagk p
daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR, sebelisah#an
oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi dMenteri Dalam
Negeri untuk Raperda Provinsi, dan oleh gubernuhatiap
Raperda Kabupaten/Kota. Mekanisme ini dilakukanarag
pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mendagaiguna dan
hasil guna yang optimal.

b. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah glahgtermuat
di atas, peraturan daerah wajib disampaikan kepbtaeri Dalam
Negeri untuk provinsi dan gubernur untuk kabuajtsia/, untuk

memperoleh klarifikasi terhadap peraturan daerahngya
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atauugseralain
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yang lebih tinggi dan sebab itu dapat dibatalkauaemekanisme
yang berlaku!

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan damgaeasan,
pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada pengelengoemerintahan
daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan danggaran. Sanksi yang
dimaksud antara lain berupa penataan kembali slzettah otonom, pembatalan
pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalakuoga suatu kebijakan
yang ditetapkan daerah, sanksi pidana yang dipresgsai dengan peraturan
perundang-undangan. Pemberdayaan terhadap Idgislagrah pada era
reformasi dituangkan dan diatur dalam Undang-Unddogior 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan politik pemerintah berdasarkan undangamgdini ialah,
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkanemdisidan efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah perlu memerhatikboingan antarsusunan
pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potdasi, keanekaragaman
daerah. Aspek hubungan wewenang memerhatikan kesdwislan keragaman
daerah dalam sistem NKRI. Agar mampu menjalankaanpsa tersebut, daerah
diberikan kewenangan seluas-luasnya disertai peambdrak dan kewajiban
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuaemsipenyelenggaraan

pemerintahan daerah.

1 Ali Faried, 1996 Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif dohesia Raja
Grafindo, Jakarta. HIm. 10.
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Pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsengetahan daerah
yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daeratio, yamerintah daerah dan
DPRD. Kepala daerah adalah kepala pemerintaharatdgang dipilih secara
demokratis berdasarkan pemilihan yang demokratis. pdubungan antara
pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan yang kedudukannya
setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yangasbtimakna bahwa di antara
lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukamy sama dan sejajar,
tidak saling membawahi. Dengan demikian antarkéelmdaga itu membangun
suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukdarg bukan merupakan
lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsngramsing. Peraturan
daerah dibuat oleh DPRD bersama pemerintah daarahya prakarsa dapat
bermula dari DPRD maupun dari pemerintah daerahusls peraturan daerah
tentang APBD, rancangannya disiapkan oleh pemérict@erah yang telah
mencakup keuangan DPRD untuk dibahas bersama BPRD.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini juga menghak-hak
DPRD sebagai berikut:

a. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta ketgan
kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerlaiatah yang
penting dan strategis yang berdampak luas padaduiqedm
masyarakat, daerah, dan negara;

b. Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasarD DUk

melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakaterigr kepala
daerah yang penting dan strategis serta berdampak pada

12 joeniarto, 1986,Sejarah Ketatanegaraan Republik Indoneddina Aksara, Jakarta.
Him. 15.
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kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang alidug

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk rtedaya
pendapat terhadap kebijakan kepla daerah atau mankejadian

luar biasa yang terjadi di daerah dengan rekomeéndas

penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanhak
interpelasi dan hak angk®t.

Menurut Undang-Undamg Nomor 32 Tahun 2004 dengdmjai@n
politik yang menganut prinsip kesetaraan darecks and balancesnaka
otonomi daerah menggunakan seluas-luasnya kewemangmbuat kebijakan
daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peesta, sprakarsa, dan
penberdayaan masyarakat yang bertujuan pada patamgkkesejahteraan
rakyat.

Perwujudan desentralisasi adalah otonomi daerahddarah otonom.
Secara yuridis, dalam konsep daerah otonom daromtiodaerah mengandung
elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenangaioeidan mengurus
merupakan substansi otonomi daerah. Aspek spasial masyarakat yang
memiliki dan terliput dalam otonomi daerah telaltagesejak pembentukan
daerah otonom, yang perlu kejelasan lebih lanjateddmateri wewenang yang
tercakup dalam otonomi daerah. Oleh karena itusainping pembentukan
daerah otonom tercakup dalam konsep desentrafisatah penyerahan materi
wewenang urusan pemerintaHdnDengan penyerahan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah kepada daerah otonom berarti temistribusi urusan

13 Ni'matul Huda,Op. Cit, HIm. 25.
14 Kusnu Goesniadhie Sinalisis Mewujudkan Desentralisasi Dan Otonomi Cder
http://kgsc.wordpress.com. Diakses pada hari S¢deggyal 29 Oktober 2013.
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pemerintahan yang secara implisit distribusi wewignantara Pemerintah dan
daerah otonom.

Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi hda¢etah
berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdettaamencapai puncaknya
pada era reformasi dengan dikeluarkannya UndangdipdNomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Uridamgr 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan yang kemudian dineasing-masing menjadi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undleomgor 33 Tahun
2004.

Secara formal, berdasarkan Undang-Undang Nomor &#uil 2004
tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 angkasebutkan bahwa
“desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kemgama pemerintah oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangkar&&gsatuan Republik
Indonesia”. Sementara otonomi daerah Pasal 1 a@sghkiartikan : “sebagai hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengddn mengurus
sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan mastaraktempat sesuai
denganperaturan perundang-undangan”.

Desentralisasi merupakan alat mencapai tujuan pasmbeelayanan
publik yang lebih baik dan menciptakan proses peigan keputusan yang
lebih demokratis. Terdapat 3 (tiga) tujuan desdistrsi, yaitu :

a. Tujuan politik, untuk menciptakan suprastruktur dafrastruktur
politik yang demokratik berbasis pada kedaulatarkyaa
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Diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daeram legislatif
secara langsung oleh rakyat;

b. Tujuan administrasi, agar pemerintahan daerah ggrigpin oleh
kepala daerah dan bermitra dengan DPRD dapat raskgi
fungsinya untuk memaksimalkan empat nilai yaknikégfigas,
efisiensi,equity(kesetaraan), dan ekonomi;

c. Tujuan sosial ekonomi, mewujudkan pendayagunaarnahsmsial,
modal intelektual dan modal finansial masyarakaaragprcipta
kesejahteraan masyarakat secaraitias.

Banyak negara telah melakukan perubahan struktigansasi
pemerintahan ke arah desentralisasi. Menurut Cenyeninat terhadap
desentralisasi ini juga senada dengan kepentingeny yemakin besar dari
berbagai badan pembangunan internasitfidllengenai desentralisasi, Soenobo
Wirjosoegito memberikan definisi sebagai berikuDeSentralisasi adalah
penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yamgtie@pgi kepada badan-
badan umum vyang lebih rendah untuk secara mandin Herdasarkan
pertimbangan kepentinga sendiri mengambil keputugemgaturan dan
pemerintahan, serta struktur wewenang yang tesadliitu”.*”

DWP. Ruiter mengungkapkan bahwa menurut pendapatimum
desentralisasi terjadi dalam 2 (dua) bentuk, ydisentralisasi teritorial dan

fungsional, yang dijabarkan sebagai berikut:

Desentralisasi teritorial adalah memberi kepadaorkpbk yang
mempunyai batas-batas teritorial suatu organisasiendiri, dengan

15 Oswar Mungkasa,Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia:Kems
Pencapaian dan Agenda Kedepalmttp://www.academia.edu/2759012Diakses pada Rabu
tanggal 23 Oktober 2013.

Khairul Muluk, Desentralisasi Teori, Cakupan dan Elemen
http://www.publik.brawijaya.ac.idDiakses pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013.

7 Soenobo Wirjosoegito, 200Broses & Perencanaan Peraturan Perundang@halia

Indonesia, Jakarta. HIm. 25.
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demikian memberi kemungkinan suatu kebijakan seddiam sistem

keseluruhan pemerintahan. Sedangkan desentrdiisagsional adalah

memberi kepada suatu kelompok yang terpisah sé&gsagsional suatu
organisasi sendiri, dengan demikian memberi keminagkakan suatu
kebijakan sendiri dalam rangka sistem pemerintafan.

Berkaitan dengan desentralisasi dan fungsional, .CG/Mh Der Pot
dalam bukunya yang berjuduHandhoek van Nederlandse Staatrech
berpendapat : “Desentralisasi akan didapat ap&eieenangan mengatur dan
mengurus penyelenggaraan pemerintah tidak semdta-migakukan oleh
pemerintah pusaténtral governmeit melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan
pemerintah yang lebih rendah yang mandgelfanding, bersifat otonomi
(teritorial dan fungsional)*®

Sistem desentralisasi mengandung makna pengakuamentpe
kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kposmmdaerah dengan
melibatkan  wakil-wakil rakyat di daerah dengan nedegggarakan
pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih émggunakan hak yang
seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demakrati

Robert Reinow dalam bukbntroduction to Governmenimengatakan
bahwa ada 2 (dua) alasan pokok dari kebijaksan@smb@entuk pemerintahan di

daerah. Pertama membangun kebiasaan agar rakyat memutuskan sendir

sebagian kepentingannya yang berkaitan langsungiademereka.Kedug

18 Muhammad Ikhwan, Teori Desentralisasi (Pengertian dan Ruahéngkup
Pemerintahan Daerah)http://studihukum.blogspot.canDiakses pada hari Kamis tanggal 24
Oktober 2013.

19 Ni'matul Huda, 2005,0tonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan
Problematika Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Him. 20.
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memberi kesempatan kepada masing-masing komunigrg ynmempunyai
tuntutan yang bermacam-macam untuk membuat atdwaaradan programnya
sendiri®® Menurut Bagir Manan, dasar-dasar hubungan antssatglan daerah
dalam kerangka desentralisasi ada 4 (empat) macaiu,
a. Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemenmtedgara.
b. Dasar pemeliharaan dan pengambangan prinsip-ppesigrintahan asli.
c. Dasar kebhinekaan.
d. Dasar negara hukuf.
Dilihat dari segi pelaksanaan fungsi pemerintalavid Oesborne dan
Ted Goeber berpendapat bahwa desentralisasi daomot@tu menunjukkan:
a. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fheksidalam
memenuhi perubahan-perubahan yang terjadi dange; ce
b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakas tdgngan
efektif dan lebih efisien;
c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhrikgp shoral
yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi da&hih produkti*?
Sehubungan dengan otonomi, Muchsan berpendapatbsgvdi-sendi
otonomi terdiri darisharing of power(pembagian kekuasaargistribution of

income (pembagian pendapatan) dempowering(kemandirian administrasi

pemerintahan daerah).

20 i
Ibid.
1 Bagir Manan, 1994Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 198Mar
Harapan, Jakarta. Him. 14.
22 |bid.
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E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan data yang ada dan penelusuran kepasiakaik dari
lingkungan Magister Hukum Universitas Bengkulu ddniversitas lainnya,
belum ada penelitian sebelumnya dengan judfihafisis Yuridis Terhadap
Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Pengangkata dan
Pemberhentian Pejabat Daerah Penelitian lain yang pernah dilakukan adalah:
Judul : “Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sist®enyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Perundaragigad Pemerintahan
Daerah”, olen Oxi  Oxforindo Tahun 2013 pada Ursites Bengkulu.
Permasalahannya : (1) Bagaimana kedudukan wakédl&efaerah dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut meTap@rundang-undangan
pemerintah daerah ? dan (2) Bagaimana kewenangil Wepala daerah
sebagai pejabat (Plt) kepala daerah menurut paratperundang-undangan
pemerintaha daerah ?.

Perbedaan penelitian penulis dengan kedua penetiibelumnya adalah
penulis mengkaji kewenangan pejabat kepala daesddmdpengangkatan dan
pemberhentian pejabat daerah, penelitian yang uk&ak oleh Oxi Oxforindo
meneliti mengenai kedudukan wakil kepala daeraamgbemerintahan daerah
dan kedudukan wakil kepala daerah yang menjadibptj&epala daerah,
sehingga berdasarkan perbedaan tersebut makatgenekenulis layak untuk
dilanjutkan dan menjadi karya ilmiah skripsi sebggersyaratan memperoleh

gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum UniverBigagkulu.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori péaeli hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penafit hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataata d
sekunder®Pembahasan didasarkan pada peraturan perundangganga
dokumen, jurnal hukum, laporan hasil penelitiantasereferensi yang
relevan..
2. Pendekatan masalah
Pendekatan masalah dalam penelitian dilakukan melahdekatan
perundang-undangdstatute aprroach)Pendekatan undang-undaistatute
Aprroach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undangedatasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedatemgdni®*
Penggunaan pendekatan tersebut dimaksudkan untukgetadui
mekanisme mengenai kewenangan Pejabat (Plt) Kepakrah dalam
mengangkat dan memberhentikan pejabat daerah dasbsdean
pengangkatan dan pemberhentian Pejabat DaeralPeljabat (Plt) Kepala

Daerah .

#30erjono Soekanto dan Sri Mamuiji, 200%nelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat Jakarta: Rajawali Pers, him: 15

#peter Mahmud Marzuki, 201@enelitian HukumJakarta: Kencana Prenada Media Group.
Him. 93.
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3. Bahan hukum

a.

Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahe#b
setelah amandemen.

2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang PemerintaharaBa

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perub&bkdoa
Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang PemeantBaerah.

4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubdhdang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kapatan.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentangiliRam
Pengesahan Pengangkatan, Dan PemberhentianKepatahDan
Wakil Kepala Daerah.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentarrgb&ean
ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 26@fang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pembarhdtgpala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentanp®ean Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentangdPgkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.

b. Bahan hukum sekunder
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Bahan hukum Sekunder vyaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang datara
1) Hasil karya dari pakar hukum yang berkaitan dengaaul

penelitian
2) Situs Internet
3) Buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian
4) Hasil penelitian dan literatur lain yang relevan.

Penelusuran litelatur tersebut diperoleh melaRerspustakaan
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Perpustakaaniveysitas
Bengkulu, Perpustkaan Daerah, Koleksi Pribadi gdnak lain dan
Internet.

. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier vyaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan baHanrhsekunder,
yang antara lain:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2) Kamus Bahasa Inggris
3) Kamus Hukum

4) Ensekopledi.
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4.

5.

Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur yang digunakan penulis berupa studi doktaseyaitu
pedoman yang digunakan berupa catatan sebagai sukligan.
Penelusuran literatur hukum dan informasi lainnylakdkan dengan
penelusuraroff line (buku-buku) daron line (internet). Bahan pustalaf
line dapat diperoleh dari koleksi pribadi dan perpustakgang berupa
buku, jurnal hukum dan lain-lain, sedangkan bahastgkaon line dapat
diperoleh dengan menggunakan akses internet.
Analisis bahan hukum

Setelah penulis melakukan pengumpulan bahan hukang y
berhubungan dan berkaitan dengan judul penelitiamgka tahap
selanjutnya penulis melakukan interprestasi tefhdddan hukum dengan
cara: Menafsirkan secara gramatikal, mengidensfikakta hukum dan
menegliminir hal-hal yang tidak relevan untuk mep&an permasalahan
hukum yang hendak dipecahkan,pengumpulan bahambalieum yang
relevan dengan permasalahan yang ditelitimelakukaetaah atas
permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan Wmdiean yang telah
dikumpulkan, dan menarik kesimpulan dalam bentigumentasi yang

menjawab permasalahan.
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G. Sistematikan Penulisan
Sistematika penulisan skripsi yang diberi judul Analisis Yuridis
Terhadap Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Rgangkatan dan
Pemberhentian Pejabat Daeralfadalah sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN
A. Judul Penelitian

Latar Belakang

Identifikasi Masalah

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Kerangka Pemikiran

Keaslian Penelitian

Metode Penelitian

H. Sistematika Penulisan
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kewenangan

@MmMUoOw

B. Tinjauan tentang Kepala Daerah

C. Tinjauan tentang Pejabat Daerah

Bab III. Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Mengangkat &hn
Memberhentikan Pejabat Daerah

Bab IV. Keabsahan Pengangkatan Pejabat Daerah Oleh Pejabat
Kepala Daerah

Bab V. PENUTUP
A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah pasg digunakan
dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnygapet perbedaan diantara
keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “ka&ndormal”, kekuasaan
yang berasal dari kekuasaan yang diberikan olehabgrdndang atau legislatif
dari kekuasaan eksekutif atau administr&tiKarenanya, merupakan kekuasaan
dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan d@gphasuatu bidang
Pemerintahan atau urusan Pemerintahan tertentu yargt. Sedangkan
wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu daja kewenangan.
Wewenang qduthority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaguk
meminta dipatuhf®

Kata kewenangan berasal dari kata wewenang. Wewearéinya hak dan
kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk oegnploitusan, memerintah
dan melimpahkan kepada orang [dirSedangkan arti kewenangan itu sendiri
adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk midaksesuate’

Menurut Philipus. M. Hadjon, dkk ada 3 (tiga) madeeawenangan yaitu:

Diah Restuning Maharani, 2009Teori Kewenangan http://restuningmaharani.
blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.htBikases oleh penulis tanggal 9 Maret 2011, pukul
19.32 Wib.

*%lbid.

*’Ensikopledia Bebasyewenangwww.wikipedia.com Dikases oleh penulis tanggal 9
Maret 2011, pukul. 19.17 Wib.

2 bid.
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Atribusi adalah wewenang yang melekat pada sudiatga, Delegasi
adalah pemindahan atau pengalihan suatu delegagi gda, Mandat
adalah tidak ada sama sekali pengakuan kewenartganpangalihan
tangan kewenangan. Mandat hanya menyangkut jarja k&ern antara
penguasa dengan pegawai. Apabilah kewenangan randiusempurna,
berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenattgatidak sah
menurut hukum, oleh sebab itu pengertian atribasidklegasi adalah alat
membantu untuk memeriksa apakah suatu badan bergeteu tida¥.

M. Solly Lubis berpendapat bahwa “tugas” adalah ukslkan dalam
rangka pelaksanaan Pemerintahan Negara sesuaindenggn-tujuan yang telah
ditetapkan dalam konstitusi ataupun peraturan-pemat pelaksanaanya.
Sedangkan arti wewenang adalah pelaksanaan teknsaru yang dimaksud
(tugas). Dengan kata lain, tugas lebih prinsiprigteda wewenang yang sifatnya
lebih teknis™

Dalam literatur ilmu politik, ilmu Pemerintahan,rddmu hukum sering
ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenidekuasaan sering
disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan lesltuaering dipertukarkan
dengan istilah kewenangan, demikian pula sebalikiBa@hkan kewenangan
sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaasanya berbentuk

hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang metak dan pihak lain yang

diperintah”(the rule and the ruled¥

“philipus. M. Hadjon,dkk,199Rengantar Hukum Administrasi IndonesiGurabaya:
Gaja Mada University. him. 130.

%M. Solly Lubis, 2000Hukum Tata NegaraBandung: Mandar Maju. him. 55.

lpid. him. 56.

¥Miriam Budiardjo, 1998asar-Dasar lImu Politik Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
him. 35-36.
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Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapadiekpkuasaan yang
tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tigakaitan dengan hukum
oleh Henc van Maarseven disebut sebabhité match®’, sedangkan kekuasaan
yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disasltagai wewenang
rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasaskatu sistem hukum ini
dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telakuidiserta dipatuhi oleh
masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Né§ara.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan
kekuasaar®kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewekarena
kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatifan Yudikatif adalah
kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur ekdasiguatu Negara dalam
proses penyelenggaraan Pemerintahan di samping-umnsur lainnya, yaitu: a)
hukum; b)kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) ujuein; e)
kebijakbestarian; dan f) kebajikdh.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Heggar Negara
dalam keadaan bergerdkle staat in bewegingyehingga Negara itu dapat

berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi,bggkinerja melayani warganya.

#suwoto Mulyosudarmo, 199Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik
Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik déamidis Pertanggungjawaban Kekuasaan
Surabaya: Universitas Airlangga, him. 30.

%A. Gunawan Setiardja, 199Mialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan
Masyarakat Indonesiagyogyakarta: Kanisius, him. 52.

*philipus M. Hadjon, 1998 Tentang WewenangMakalah, Universitas Airlangga,
Surabaya, him.1.

%Rusadi Kantaprawira, 1938ukum dan Kekuasaamakalah, Yogyakarta:Universitas
Islam Indonesia, him. 37-38.
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Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. &sdan menurut Miriam
Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekeloorpog manusia untuk
mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok dedemikian rupa
sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginam tdjuan dari orang atau
Negara®’

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkagyzesa atau organ
sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpureatga-jabatarfeen ambten
complex)di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlagjalpet yang mendukung
hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksibyek dan
kewajiban*®Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspeky aipek
politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan Hagrgspek hukum semata.
Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari karstifjuga dapat bersumber dari
luar konstitusi ihkonstitusiong), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan
kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wangn Istilah
wewenang digunakan dalam bentuk kata benda damgsdisejajarkan dengan
istilah “bevoegheitdalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus Nadjon,
jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istkalwenangan dengan istilah
“bevoegheit!®*® Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumistigah

“bevoegheid digunakan dalam konsep hukum publik maupun datarkum

$"Miriam Budiardjo,Op.,Cit,_him. 35.
%Rusadi Kantaprawira)p.,Cit him. 39.
*phillipus M. Hadjon, 1998)p.,Cit him. 20.
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privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangtu wewenang seharusnya
digunakan dalam konsep hukum pubfik.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antaragegm@n
kewenangan dan wewenaffgKita harus membedakan antara kewenangan
(authority, gezag)dengan wewenan§competence, bevoegheidkewenangan
adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuagaag berasal dari
kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, skdangewenang hanya
mengenai suatuohderdeél (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam
kewenangan terdapat wewenang-wewen@eghtsbe voegdheden)Vewenang
merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkupweaang Pemerintahan,
tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusaneRetah(bestuur) tetapi
meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugasneémberikan wewenang
serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dgb@maturan perundang-
undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemamyarag diberikan
oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkakibat-akibat

hukum??Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud ad&B&voegheid wet kan

“lbid.

“IAteng Syafrudin,2000)enuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yangsiBer
dan Bertanggung Jawakllurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: UniveisiRarahyangan, him.
22.

“’Paulus Efendie Lotulung, 199#limpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik Bandung: Citra Aditya Bakti, him. 65

*3Stout HD, de Betekenissen van de wdalam Irfan Fachruddin, 200@engawasan
Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerin@andung: Alumni,him.4
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worden omscrevenals het geheel van bestuureckéeljevoegdheden door
publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestubdttetijke rechtsverkeer
(wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhaanaturan yang berkenaan
dengan perolehan dan penggunaan wewenang Pemeoilefahsubjek hukum
publik dalam hukum publik).

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) Remtahan dalam
melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengatatau mengeluarkan
keputisan selalu dilandasi oleh kewenangan yangraligh dari konstitusi secara
atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribiesiumjuk pada kewenangan
yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewgsmrandelegasi, harus
ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada orgamerfrtahan yang lain.
Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dattinpemberian wewenang,
akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas npamberi mandat. Dalam
pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat mekupgjabat lain untuk
bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakavelkangan yang
diberikan kepada suatu organ (institusi) Pemerariaditau lembaga Negara oleh
suatu badan legislatif yang independen. Kewenangaadalah asli, yang tidak
diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Baelgislatif menciptakan
kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangdrelusnnya dan
memberikan kepada organ yang berkompeten. Delagatah kewenangan yang

dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu orgastitusi) Pemerintahan
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kepada organ lainnya sehingga delegator (organ tgdalyg memberi kewenangan)
dapat menguji kewenangan tersebut atas namanyaglexh pada Mandat, tidak
terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi penmbandat (mandator)
memberikan kewenangan kepada organ lain (mandatansuk membuat
keputusan atau mengambil suatu tindakan atas nafiany

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atrisnsielegasi. Pada

atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkamptetidak demikian pada
delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewanatidpk dapat didelegasikan
secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dib&eatlisi bahwa peraturan
hukum menentukan menganai kemungkinan delegasebiats Delegasi harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berfRut:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidabataagi menggunakan
sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundangwgada artinya
delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yaegungkinkan
untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;\

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam Ikiek&pagawaian
tidak diperkenankan adanya delegasi;

4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artig@legans
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaBsamewenang
tersebut;

5. Peraturan kebijakanbégleidsreggl artinya delegans memberikan
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenaisglbeit.

43.G. Brouwer dan Schilder, 1998, Survey of Dutch Administrative Lanijmegen:
Ars Aeguilibri, dalam Deko Andesko, 2010, Kewenam@zalam Tata Kota, www.idebagus.com
HIim. 16-17. Diakses oleh penulis tanggal 11 Mafst12 pukul 13.21 Wib.

“*Philipus M. Hadjon, 1998)p Cit him. 5.
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Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukurg gda (konstitusi),
sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangag gah. Dengan
demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan kepntulidukung oleh sumber
kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa eurikdwvenangan dapat
diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) Pertedran dengan cara atribusi,
delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusipelfintah adalah suatu
kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif gunangatur dan
mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapdtdikan suatu keputusan
yuridis yang benat®

Konsep tentang kewenangan tidak dapat dilepaskan ki@ansep
kekuasaan, karena kewenangan timbul dari kekuagaag sah menurut teori
kekuasaan Weber. Kekuasaan dalam birokrasi Pemerirdelama ini
dipergunakan sangat sentralistik dan eksesif. Dalaimarki versi Weber,
ditemukan korelasi yang positif antara tingkataerdnki jabatan dalam birokrasi
dengan kekuasaan (power). Semakin tinggi lapiatkejabatan seseorang dalam
birokrasi, maka semakin besar kekuasaannya; danaksenrendah lapis
hierarkinya, semakin tidak berday@o(verlesy Korelasi ini menunjukkan bahwa
penggunaan kekuasaan pada hierarki atas, sangak fidbang dengan

penggunaan kekuasaan tingkat bawah. Dengan katssdatralisasi kekuasaan

“8Abdul Rasyid Thalib, 2006)Vewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik IndoneBiandung: Citra Aditya Bakti, him. 219.

35



yang berada di tingkat hierarki atas semakin melapeth posisi pejabat di

hierarki bawah dan tidak memberdayakan rakyat yengda di luar hierarki.

B. Tinjauan tentang Kepala Daerah
1. Pengertian Kepala Daerah
Kepala daerah, dalam konteks Indonesidalah_gubernufkepala

daerah_provingj bupati (kepala daerah kabupajeratau_wali kota(kepala

daerah kotp Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kegakrah Sejak

tahun_2005 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daepdih diecara

langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum KepRkerah dan Wakil

Kepala Daerah(Pilkada). Pasangan tersebut dicalonkan oleh ippaitik

dan/atau independen.

Pengertian kepala daerah tidak disebutkan di d&dJanang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerala Pasal 1 angka 3,
disebutkan bahwa :

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atauikdtal dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara péshan daerah.

Pengertian kepala daerah diatur di dalam peratyarundang-
undangan lain yang berkaitan dengan pemerintahenaldasebagai berikut :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangan{man
Daerah, pada ketentuan pasal 1 angka 9, disebbtdawa “Kepala daerah
adalah Gubernur bagi daerah propinsi atau bupdt gaerah kabupaten atau

walikota pada daerah kota”.
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Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 260tartg
Perimbangan Keuangan, menyebutkan bahwa “KepalaraBDa@adalah
gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi ataeékabupaten atau
walikota bagi daerah kota”.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2808rtg Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwadidepaerah adalah
gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi 8taekabupaten atau
walikota bagi Daerah kota”.

. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

Di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 82uih 2004
tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa, k&dadyubernur sebagai
wakil pemerintah di daerah memiliki fungsi pembinagengawasan dan
koordinasi urusan pemerintahan di daerah serts togimbantuan.

Dari isi pasal di atas dapat dilihat bahwa dalataksanaan otonomi
daerah Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adirath memiliki
kewenangan dalam melakukan pembinaan, pengawasdwodalinasi urusan
pemerintah di daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentaedudlkan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahathgp substansi Pasal
2 tersebut bahwa “Kepala daerah dan wakil kepakratiaadalah pejabat

Negara”.
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Pada Pasal 4 Perturan Pemerintah Nomor 19 TahurD 201

menjelaskan bahwa :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dzdgal 3
ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memiikwenang
meliputi:

a.

b.

mengundang rapat bupati/walikota beserta perardgatah dan
pimpinan instansi vertikal;

meminta kepada bupati/walikota beserta perangkataladan
pimpinan instansi vertikal untuk segera menanganingsalahan
penting dan/atau mendesak yang memerlukan penigtesepat;
memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupdioisa
terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, mpianggaran
sumpah/janiji;

menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota seklrajan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentangararg
Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah,ustadlaerah,
dan tata ruang wilayah kabupaten/kota;

memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikaggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraaemgysif
pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu prpdins
melantik kepala instansi vertikal dari kementerdan lembaga
pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilgy@avinsi
yang bersangkutan.

Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, ke&nayang

berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh umgdandang) atau dari

kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan atewenang adalah suatu

istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukwmblikp Namun

sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan [fpkakuasaan

yang berasal dari kekuasaan yang diberikan olehakgdndang atau
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legislatif dari kekuasaan eksekutif atau adminigtr&arenanya, merupakan
kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau &e&oaterhadap suatu
bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertg@ang bulat.
Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu bagidentie saja dari
kewenangan. Sumber kewenangan yang menjadi pegamgiak melakukan
tindakan administrasi negara.

Berdasar pada semua pendektan teori tentang kealuddian
wewenang wakil kepala daerah dan pendekatan pengrthdangan yang
dilakukan, syarat sumber kewenangan telah sesngadehukum positif yang
mengatur tentang kedudukan yuridis wakil kepala ratae Namun
Permasalahan yang timbul adalah terkait dengas yeeivenang yang dipikul
oleh wakil kepala daerah sebagai orang yang memhagas kepala daerah,
karena jika menurut teori, wakil adalah bawahan analewenang yang
dimiliki wakil kepala daerah adalah mandat. Dalanig wewenang yang
berupa mandat tidak perlu adanya ketentuan pergnhgiagangan yang
melandasinya karena mandat merupakan sebuah aldalam hubungan
intern-hirarkhi organisasi pemerintah. Selain i@anggung jawab akibat
perbuatan hukum yang dilakukan pelaksana mandansbpya berada pada
pemberi mandat. Hal tersebut bertentangan denganyap dituangkan oleh
Undang-Undang Nomor 32 Otahun 2004 dan Peraturaref@ah Nomor 6

Tahun 2005, bahwa wewenang wakil kepala daeralarmgkan dalam sebuah
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regulasi dan melekat pada jabatan. Akibatnya segarnalis wakil kepala

daerah memiliki wewenang atribusi terhadap pengglaraan pemerintahan

daerah sesuai amanat Pasal 24 dan Pasal 26 Unaaagrd/Nomor 32 Tahun

2004, meskipun dalam hal ini terbatas pada hatentdntu.

C. Tinjauan tentang Pejabat Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pejabat radglagawai

pemerintah yang memegang jabatan penting (unsuygiipém)

n 47

Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Undang-Undangdé&mpaian disebutkan

mengenai pejabat, sebagai berikut :

1.

6.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memewanangan
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegiegeri
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduerla

Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang kardradiga atau tugasya
berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan tupana
perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lentbagaggi/tinggi
negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-umesey 1945
dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undangngnda

Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang ekEghknt ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, ternaisdiklamnya
jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi &taygi negara,
dan kepaniteraan pengadilan.

Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fongsiyang hanya
dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memiesyarat yang
ditentukan

Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjgds pokok pada
suatu satuan organisasi pemerintah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesian®0100 Tahun

2000 sebagaimana telah diubah dengan PeraturarriReindrepublik Indonesia

" Depdikbud., 1992Kamus Besar Bahasa Indonesialai Pustaka, Jakarta. Hal. 413.
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Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Perd@amaerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengakatan Pegawai Negeri Z@m Jabatan Struktural,
disebutkan di dalam Pasal 1 angka 9 bahwa :

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang mpédkan tugas,

tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegagai sipil dalam

rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 200hteR&rubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentangéhvawg Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 8ipdbutkan pada Pasal 1
angka 10 dan 11, bahwa :

Pasal 1 angka 10, disebutkan bahwa :

Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudy&ag menunjukkan

tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseoegagvpi negeri sipil

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanagasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilaentertserta bersifat
mandiri dan untuk kenaikan jataban dan pangkatimgypachtkan dengan
angka kredit.

Pasal 1 angka 11, disebutkan bahwa :

Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan wargunjukkan

tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseoegagvpi negeri sipil

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanagasnya
didasarkan pada keterampilan tertentu dan untulaiken jataban dan
pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Pengertian Pejabat Negara adalah “pimpinan dan acaagembaga
tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkaanddUndang-undang Dasar

1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undadgng”. Pejabat Negara

Terdiri Dari :
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Presiden dan Wakil Presiden;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyatar Rakyat;
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;

Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agupgda
Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hagada semua
Badan Peradilan;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbanggnng;
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksaakigan;
Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negemng
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa daruBsskPenuh;

9. Gubernur dan Wakil Gubernur;

10. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; da

11. Pejabat Negara laninya yang ditcnttikan oleh Unelamgang*®

PwbhE

©No O

Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Nedjaexhentikan dari
jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negazat&ehilangan statusnya
sebagai Pegawai Negeri. Pegawai Negeri tersebi#lakeselesai menjalankan
tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan daggan Pegawai Negeri yang
diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidakupeitberhentikan dari jabatan

organiknya.

8 Wibowo SubektiPengertian Pejabat Negaraliakses datittp://hukum.onlinganggal
7 Februari, 2013.
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BAB Il

KEWENANGAN PEJABAT KEPALA DAERAH DALAM PENGANGKATA N
DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT DAERAH

Pejabat kepala daerah dalam menjalankan pemenntddarah merupakan
kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan suatuk@indaukum publik yang
diberikan oleh peraturan perundang-undang yangakerluntuk melakukan
hubungan-hubungan hukum. Untuk mengetahui apaysaig menjadi kewenangan
pejabat kepala daerah secara legal, maka harusklikelan pahami terlebih dahulu
kedudukan seorang pejabat kepala daerah dalaimgp&merintahan daerah, setelah
terang dan jelas mengenai kedudukan tersebut negjaastindakan dan hubungan
hukum publik yang dimiliki seorang pejabat pubtik berkatagori legal/sah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar NegamzblRepdonesia
tahun 1945, pemerintah daerah untuk mengatur dangumes sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas peuamarPemberian otonomi luas
kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwygukisejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dann pgesta masyarakat. Di
samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapk@mpu meningkatkan daya

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peaear, keadilan, keistimewaan
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dan kekhususan serta potensi dan keanekaragamaahdda&lam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Menyikapi hal diatas, seyogyanya tinjauan mengepanyelenggaraan
pemerintahan yang bailggod governangetidak hanya berkenaan dengan fungsi
administrasi negara, melainkan juga termasuk paldlang-cabang kekuasaan negara
yang lain seperti pembentukan undang-undang daggp&rhukum.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan edisidan efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikdoungan antar susunan
pemerintahan dan daerah. Aspek hubungan wewenangeneatikan kekhususan
dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesaepublik Indonesia. Aspek
hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaataresaapa alam dan sumber
daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selBiasamping itu perlu diperhatikan
pula peluang dan tantangan dalam persaingan gldealgan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aganpa menjalankan perannya
tersebut, daerah diberikan kewenangan yang selassya disertai dengan
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otodasrah dalam kesatuan
sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Di dalam penegakkan hukum, dapat terjadi berbagdakan atau putusan

yang sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan itu bodapa terjadi karena

*? Josef Riwo Kaho, 1989, Otonomi Luas dan Desentralisasi, Grafitti, Jakarta. Hal. 12.
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kekuasaan penegak hukum tidak berdaya atau bedtakibdengan penyelenggara
cabang kekuasaan lain. Kesewenang-wenangan dapgd jerjadi karena

penyalahgunaan keuasaan kebebasan yang ada paegalpemukum. Berbagai

tindakan hukum-seperti perkara perdata yang digadikerkara pidana, putusan
hakim yang dirasakan tidak benar dan tidak adilupeaan eksekusi yang merugikan
pencari keadilan sama sekali tidak terkait dengastidékberdayaan atau

kolaborasinya dengan kekuasaan, melainkan kareawyalagunaan kebebasan
dalam memutus atau membuat suatu ketetapan.

Bersamaan dengan itu, organisasi pemerintahan hdagrga sedang
mengalami perubahan mendasar. Secara prinsipils lmdsnomi daerah di masa
depan, telah ditentukan berada di daerah kabupdasenkota. Meskipun demikian,
untuk tahap-tahap persiapan sistem itu, peranapir@iomasih diakui besar dan
menentukan, terutama dalam membantu mempersiapkanald kabupaten/kota
menyelenggarakan otonomi daerah yang seluas-luagbgiam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, ditegaskan bahwa hubungarraant@erah propinsi dan
daerah kabupaten/kota, tidak lagi bersifat hiraridgpala daerah dan Walikota
dianggap bukan lagi bawahan Gubernur, dan huburggadengan para Kepala
daerah dan Walikota itu hanya bersifat koordinagiaka. Di samping itu, jangkauan
kekuasaan organ sistem atau pemerintahan, digasésihanya sampai ke tingkat

kecamatan. Desa-desa di bawah kecamatan, diakagaetaeraliself governing
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communities” (zelf bestuurende gemeenschgpng bersifat otonom. Itu sebabnya,
orgnasasi pemerintahan desa juga ditata kembalasdgngan tuntutan reformasi.
Dalam UUD dan UU yang baru, baik kelembagaan dem#pon perangkat hukum di
desa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya betklkembang atas dasar tradisi
kebudayaan masyarakat setempat. Ciri-ciri yang tumian berkembang di daerah
yang bersifat khas dapat diwadahi dalam bentuk rordesa dan dalam bentuk
Peraturan Desa yang berbeda dari organisasi destupsm desa lain. Dengan
demikian, di masa depan, sistem hukum dan sistéemk@agaan pemerintahan desa
mendapat kesempatan terbuka untuk berkembang kiesebahi kebutuhan zaman.
Otonomi Daerah yang mempunyai tujuan utama untukisejahterakan
rakyat justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yamlgki bertanggung jawab sehingga
memicu berbagai konflik karena tidak dibarergpod governancegtata kelola
pemerintahan yang baik). Ciri-cigood governancgang sangat mendasar adalah
partisipasi masyarakatsood governancenenurut Lembaga Administrasi Negara
mengandung dua pengertian sekaligus sebagai wieydaPertama nilai-nilai yang
dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam penceptipian (nasional),

kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadikiam.Kedua, aspek-aspek
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fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisiedalam pelaksanaan tugas-
tugasnya untuk mencapai tujuan terseBut.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu batasiepada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhdidq@entingan dan aspirasi
yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyebkmagg otonomi juga harus
menjamin keserasian hubungan antar daerah dengaahdiinnya, artinya mampu
membangun kerjasama antar daerah untuk meningk&tsmjahteraan bersama dan
mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tigd&hkpentingnya bahwa
otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungag gerasi antar daerah
dengan pemerintah, artinya harus mampu memelil@rangnjaga keutuhan wilayah
sistem dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Repubtibnesia dan rangka
mewujudkan tujuan Negara.

Good Governanceerkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintaran
baik. Sedangkan pemerintahan dapat diartikan sessargpit dan luas. Dalam arti
sempit, penyelenggaraan pemerintahan yang bailalisert dengan pelaksanaan
fungsi administrasi negara. Dalam kaitan ini, digbie Belanda (yang juga diikuti
oleh ahli Hukum Administrasi Negara Indonesia) diélesebagai “Prinsip-prinsip

atas asas-asas umum penyelenggaraan administragibgék”. Asas ini berisikan

*% sumadi, Membangun Komonikasi Publik Yang Kuat “Menciptakan Good Governance”
Makalah LK Il HMI Cabang ciamis,26 Desember 2004, Hal ;2-3
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pedoman yang harus digunakan oleh administrasiraetgn juga oleh hakim untuk
menguji keabsahan (validitas) perbuatan hukum ptbuatan nyata administrasi
negara. Asas ini pun meliputi antara lain: motiwasig jelas, tujuan yang jelas, tidak
sewenang-wenang, kehati-hatian, kepastian hukunmsapman perlakuan,, tidak
menggunakan wewenang yang menyimpang dari tufaanessdan lain-lain.

Harus diakui bahwa administrasi negara sebagaigbenggara negara fungsi
pemerintahan (eksekutif), selain memiliki konsesitlkekuasaan yang makin besar,
juga bersentuhan langsung dengan rakyat. Tindakdakan penertiban, perizinan
dan berberbagai pelayanan merupakan pekerjaan iathasin negara yang langsung
berhubungan dengan rakyat. Setiap bentuk penyalahgukekuasaan atau cara-cara
bertindak yang tidak memenuhi syarat penyelenggaesghninistrasi negara yang
baik akan langsung dirasakan sebagai perbuatamaag@venang atau merugikan
orang tertentu atau pun rakyat banyak. Karena#tapa penting pelaksanaan asas-
asas diatas untuk mencegah dan menghindari rakyiatebala tindakan administrasi
negara yang dapat merugikan rakyat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalanatetguan yang hendak
dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yagmipa pemberian pedoman
seperti penelitian, pengembangan, perencanaan,pdagawasan. Di sistem itu,
diberikan pula standar arahan, bimbingan, pelatisiatem pengendalian, koordinasi,

pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu pemermégib memberikan fasilitas
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yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuamlatangan kepada daerah
agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat Hdaksecara efisien dan efektif
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangarmgdaku.

Untuk dapat melaksanakan hal itu maka diperlukamas® pemimpin yang
mampu mengkoordinir dan memanejerial segala a&fivjang berkaitan dengan
pemerintahan daerah. Selain itu diperlukan prodkiim sebagai landasan yang kuat
dalam melaksanakan segala bentuk aktivitas dalagkungan pemerintahan daerah
baik yang berupa Undang-Undang atau peraturan llasebagai legitimasi
kekuasaan.

Di dalam menjalankan roda pemerintahan di daeradpala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah tunduk dengan Undang-Undangeifaetahan daerah dan
peraturan dibawahnya yang mengatur masalah pewdeaimtdaerah. Dalam hal
kepala daerah dan wakil kepala daerah, belum itempidka secara serta merta yang
menjalankan roda pemerintahan di daerah dilaksanaleh pejabat kepala daerah.
Misalnya di daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, érata Kabupaten Bengkulu
Selatan, di daerah Kota Bengkulu. Hal ini sebagaan&lah diatur di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentanyb®&ean Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentangiliR@m Pengesahan

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dkih K&pala Daerah, yaitu :
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Pasal 124
(1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dib¢ikeen sementara
oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabiigatihikan melakukan
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pigemgara paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putyengadilan.

Pasal 126
(1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dib¢ikeen sementara
oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karenakdidamelakukan
tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, anaklan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 128
(6) Berdasarkan Keputusan DPRD sebagaimana dimagadd ayat (5),
Presiden menetapkan pemberhentian sementara Guloermmiatau Wakil
Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri menetapkan pdmbé&an
sementara Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wadikdén/atau Wakil
Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakilan pemberhentian.

Pasal 130
(1) Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara seaga dimaksud
dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), deal P28 ayat (6),
Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewnjlegpala Daerah
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telipunyai
kekuatan hukum tetap.

Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), Pasal y&8(@), dan Pasal 130 ayat

(1) yang pada intinya menyatakan bahwa apabila ldepmerah diberhentikan

sementara karena tersangkut permasalahan hukuma mvakil Kepala Daerah

melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Daerahasatepgan adanya putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.teta

Kedudukan pejabat kepala daerah dalam melaksartagas dan fungsinya

sebagai kepala daerah berdasarakan Peraturan RemeXomor 49 Tahun 2008

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemefldator 6 Tahun 2005 tentang
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Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pembarh&ejpala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah diatur di dalam Pasal 131, ayat4B)(d), disebutkan bahwa :

(3) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dadyathenti atau
diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatarfRgpat
Paripurna  DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk
menyelenggarakan pemilihan paling lambat 6 (enautgn terhitung
sejak ditetapkannya Penjabat Kepala Daerabh.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepalar&laedan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat EXxet8ris
Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daarapai dengan
Presiden mengangkat Penjabat Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 131, ayat (3 dan (4tadi sangat jelas
bahwa pejabat kepala daerah dapat diangkat apaptda daerah dan wakil berhenti
atau diberhentikan jabatannya secara bersamaamet&ek daerah melaksanakan
tugas sehari-hari sebagai kepala daerah sebelwsid@nemengangkat pejabat kepala
daerah, yang akan menjalankan roda pemerintah@&tuselterpilinnya kepala daerah
dan wakil kepala daerah yang baru.

Pengaturan lebih lanjut masalah pejabat kepalaadadiatur di dalam
ketentuan Pasal 132, disebutkan bahwa :

(1) Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dasah P30 ayat
(3) dan Pasal 131 ayat (4), diangkat dari PegavegjeN Sipil yang
memenuhi syarat dan kriteria:

1. Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, y#mgktikan
dengan riwayat jabatan.

2. Menduduki jabatan struktural esselon | dengan paingklongan
sekurang-kurangnya IV/c bagi Penjabat Gubernur pdoatan
struktural esselon 1l pangkat golongan sekurangigmga IV/b
bagi Penjabat Bupati/Walikota.
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3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selamagd) (tahun
terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.

(2) Bagi Sekretaris Daerah yang diusulkan menjadi Panj&epala
Daerah, untuk sementara melepaskan jabatannyatdajuld pejabat.

(3) Dalam  pelaksanaan tugasnya Penjabat Kepala Daerah
bertanggungjawab kepada Presiden melalui MentefarDaNegeri
bagi Penjabat Gubernur dan kepada Menteri DalamefNdgagi
Penjabat Bupati/Walikota.

(4) Masa jabatan Penjabat Kepala Daerah sebagaimareksilich pada
ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Laporan pertanggungjawaban Penjabat Gubernur dekarpkepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi &l
Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalangé&te melalui
Gubernur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(6) Pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah sebagauimaaksud
pada ayat (5), dilakukan evaluasi oleh Menteri DalNegeri.

Bahwa Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 49 T&008 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Noffahnhén 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian KepatahDdan Wakil Kepala
Daerah, memberikan batasan hukum atau kriteria p@giden untuk menentukan
siapa saja pegawai negeri sipil yang berhak merpagibat kepala daerah baik
ditingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Pegaveaje¥i Sipil yang dapat diajukan
menjadi pejabat kepala daerah harus memenuhiikrgebagai berikut :

1. Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yangtikan dengan riwayat

jabatan.
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2. Menduduki jabatan struktural esselon | dengan paingjolongan sekurang-
kurangnya IV/c bagi Penjabat Gubernur dan jabataktsiral esselon Il pangkat
golongan sekurangkurangnya IV/b bagi Penjabat Bivialikota.

3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selamad& (ahun terakhir sekurang-
kurangnya mempunyai nilai baik.

Setiap pegawai negeri sipil yang telah memenultetka di atas dan terpilih
menjadi Penjabat Kepala Daerah, dan untuk sememtakdu harus melepaskan
jabatan yang diembannya, misalnya sebagai Selgelaierah, selama menjadi
pejabat jabatan sekretaris daerah harus dilepaki@jabatan tersebut akan diperoleh
kembali setelah jabatan sebagai pejabat kepalahidelah berakhir. Masa jabatan
penjabat kepala daerah, paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal pertanggung jawaban pekerjaan pejabatl&egaerah ditingkat
propinsi dan kabupaten/kota ada sedikit perbedaatuk pelaksanaan kepala daerah
ditingkat propinsi pertanggungjawaban kepada pessithrus melalui menteri dalam
negeri. Sedangkan untuk pejabat kepala daerah dibupk&en/kota
pertanggungjawaban langsung kepada menteri dalangerine Laporan
pertanggungjawaban Penjabat Gubernur disampaikgradke Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri dan bagi Penjabat Bupati/Wdék disampaikan kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sekurangakgnya 3 (tiga) bulan sekali.

53



Dalam evaluasi pekerjaan sehari-hari pejabat keged@ah langsung dilakukan oleh
menteri dalam negetri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwadkédn pejabat kepala
daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinyaadtegmnla daerah berdasarakan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentangb®&ean Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentangiliR@m Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dkih Képala Daerah diatur di
dalam ketentuan Pasal 131, ayat (3 dan (4) disatagat jelas bahwa pejabat kepala
daerah dapat diangkat apabila kepala daerah daih beakenti atau diberhentikan
jabatannya secara bersamaan. Sekretaris daeratksam@&an tugas sehari-hari
sebagai kepala daerah sebelum presiden mengangjedtap kepala daerah, yang
akan menjalankan roda pemerintahan sebelum terpditkepala daerah dan wakil
kepala daerah yang baru. Dalam hal pertanggungopwaekerjaan pejabat kepala
daerah ditingkat propinsi dan kabupaten/kota addikise perbedaan. Untuk
pelaksanaan kepala daerah ditingkat propinsi pggtargjawaban kepada presiden
harus melalui menteri dalam negeri. Sedangkan upejkbat kepala daerah di
kabupaten/kota pertanggungjawaban langsung kepedgeri dalam negeri. Laporan
pertanggungjawaban Penjabat Gubernur disampaikgradke Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri dan bagi Penjabat Bupati/Wdék disampaikan kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sekurangakgnya 3 (tiga) bulan sekali.
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Dalam evaluasi pekerjaan sehari-hari pejabat keged@ah langsung dilakukan oleh

menteri dalam negetri.

Kewenangan Pejabat Kepala Daerah di dalam mengamplemerintahan

daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahuh t2@tang Pemerinthan

Daerah, yaitu Pasal 25, yang menyebutkan bahwa :

1.

hwn

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah lakidas kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD;

Mengajukan rancangan Perda;

Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujusante DPRD;
Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentangDARtpada
DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengaditian) dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan pamtperundang-
undangan, dan

Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai demgmaturan
perundang-undangan.

Bahwa tidak semua wewenang kepala daerah dapkndigan Pejabat Kepala

daerah ada beberapa wewenang yang dilarang unal&ndian sebagaimana diatur di

dalam ketentuan Pasal 132A ayat (1) Peraturan fgate Nomor 49 Tahun 2008

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemefldator 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pembarh&ejpala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, yaitu :

1. Melakukan mutasi pegawai;
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2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pdjababelumnya dan/atau
mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengam yhkeluarkan pejabat
sebelumnya;

3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yangenb@ngan dengan
kebijakan pejabat sebelumnya; dan

4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijaganyelenggaraan
pemerintahan dan program pembangunan pejabat sabedu

Larangan sebagaimana terdapat pada Pasal 132f&layktpat menjadi boleh
dilakukan sebagaimana menurut ayat (2) Peraturanef®@&ah Nomor 49 Tahun
2008 disebutkan bahwa larangan tersebut dapat wikkan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Mendagri selaku pembeaiegasi. Cakupan tugas dan
wewenang sebagai Pejabat Kepala Daerah (diluar tela@angan tersebut) sangat
luas dan berat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwaeKawgan Pejabat
kepala daerah, mempunyai kewenangan yang berbedam&epla Daerah, Karena
di dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pejabpalakedaerah wajib
memdapatkan persetujuan tertulis dari menteri dateygeri, apabila tidak ada

persetujuan, maka kewenangan yang dilakukan terdepat batal demi hukum.
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